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/  KEPUTUSAN7 ¿UPATI CILACÄP- 
NOM OR:421.5 / *09 - /3 3 /TAH UN2006

TENTANG

U IN  PENDIRIAN SEKOLAH MENENGADaM^AS 
(SMA) NEGERI 1 KAMPUNG LAUT K A R U P A T ^  ¡GHuACAB

BUPATI CILACAP,
Membaca

Menimbang

I.

b.

Surat Camat Kampung IJaui Nomor ■: 420/290/2006 tangga! 1 
Juni 2006 perihal Rekomendasi ;Pendimav;:SMA Negeri 1 
•KampungLaut J '
Rekomendasi Kepala Dinas Perididilmn^^^
Kabupaten -Cilacap - Nomor 425.1/3631^3^3,; tanggal 1 
Oktober 2006 perihal RekomendasiKPendirian Sekolah 
Menengah Atas (SMA) Negeri 1 KanipmgjLauit

bahwa dalam, rangka pemerataan '.memperoleh pendidikan 
menengah yang bajnutu serta -'poauigkatan sumber daya- 
manusia,^ dipilukan;Umt:Sek^ SMA a y» n yang
sederajat di .dherah yang ;m em erluk^ ria^^h dongan
AnglcaTartisipasi Kasar (APK) rendah. .
bahwa berdasarkan Surat iRCputusan Kepala Dinas Pendidikan 
den Kebudayaan Kabupaten .Gilacapi Nomor : 420/l 1676/03/33 
tanggal 6 Juli 2005 tentang Pembentukan Kelas Jauh SMA 
Negeri 1 Kampung Laut di Kecamaim :Kan^ung; Lioit, te lih  
ditindaklanjuti dengan Ponbanguhant<^ J '
Kampung Laufi dengan segala urisure-peSidî ^ ^ ^ | ^ ^ ^ ^  
bahwa berdasarkan hasil verifikasi
Tim Dinas Pendidikan dan .Kebudavaaai;Khhm3ahm?Ol2^n

Laut telah memenuhi 
pendirian SMA. Negeri, 
pendiriannya:

L

a ,b d a n c ,
• *  iUndaxigHii)riangiNom6r -13 Tahun 1950' fe im a ^ P ^ b fgitriVa n 

Daerah-daerah Kabupaten dalam l\ngkiihj^u: tPmpm«n Jawa
2. Undang-undaAgl Noinor" 20' Tahun 2(503 tentang Sistim. Pendidikan Nasional ( IjRmbor»« — -• •; i i L -* ' ' V,



, Daerah ( Lembaran Negara Tahnn2004 Nomor 125., Tambahar , Lembaran. Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubai : dengan Undang-undang Nomor' 8 Tahun 2005 tentang
Ata£ Undang-undang .Nomor: 32 Tahim 2004 tentang Pemerintahan Daerah mcnja^| Undang-tundang (Lembaran Negara .P!' Tahun 2005: Nomor 108; Tambahan 'Lembaran 
Negdra PI Nomor 4548); 5Perataran ; Pemerintah Nomor‘̂ 25 Tahun . 2000 tentang

MEMUTUSKAN

berikut:
1. Meniaati segala 

melaksanakan, kurikulum yang: 
vPernerintah.

2. Bersifat social - dan tidak mengarah ';': 
’ meiidapaikan keuhtungaii material.

I «ni mulai berlaku se jak  tanggal ditetapkan. , ; ‘

::C2S0P


